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Abstract: This research aims to conduct an in-depth analysis of the existing
literature on the law and provisions of leasing paddy fields from an Islamic
perspective. Dat is taken from Google Scholar, DOAJ and Scopus with a
range of publication years in the last 10 years. The practice of ijarah or
leasing of agricultural land within the framework of Islamic law and
economics is considered legitimate on the basis of principles such as justice,
voluntary agreement, and non-coercion. Nonetheless, there are significant
challenges, including vagueness in agreements, potential conflicts related to
profit sharing, and the need to strengthen the protection of tenants’ and
landowners' rights in an equitable manner. One of the main gaps is the
unclear implementation of Islamic principles in the practice of ijarah in the
agricultural sector, which often requires In-depth interpretation and
adaptation to diverse local conditions. Protection of such rights from
exploitation and injustice remains a key focus. Future research needs to lead
to the development of more appropriate legal and economic frameworks to
ensure that the practice of [jarah on farms is not only legally valid, but also
capable of providing balanced social and economic justice for all parties
Involved.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam
terhadap literatur yang ada mengenai hukum dan ketentuan sewa
menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam. Data diambil dari Google
Scholar, DOAJ dan Scopus dengan rentang tahun publikasi 10 tahun
terakhir. Praktik ijarah atau sewa menyewa lahan pertanian di dalam
kerangka hukum dan ekonomi Islam dianggap sah dengan landasan
prinsip-prinsip  seperti  keadilan, kesepakatan sukarela, dan
ketidakpaksaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang signifikan,
antara lain ketidakjelasan dalam perjanjian, potensi konflik terkait
pembagian hasil, dan perlunya memperkuat perlindungan hak-hak
penyewa dan pemilik lahan secara adil. Salah satu kesenjangan utama
adalah implementasi yang belum jelas dari prinsip-prinsip Islam dalam
praktik ijarah di sektor pertanian, yang sering memerlukan interpretasi
mendalam dan penyesuaian dengan kondisi lokal yang beragam.
Perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari eksploitasi dan
ketidakadilan masih menjadi fokus utama. Penelitian mendatang perlu
mengarah pada pengembangan kerangka kerja hukum dan ekonomi yang
lebih tepat guna memastikan bahwa praktik ijarah di lahan pertanian tidak
hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan sosial
dan ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
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A. LATAR BELAKANG

Praktik sewa menyewa tanah sawah merupakan suatu mekanisme ekonomi yang sangat
relevan dalam konteks pertanian di banyak negara, terutama di daerah agraris seperti Indonesia
(Djakfar et al. 2019). Praktik ini melibatkan kesepakatan antara pemilik tanah, yang biasanya
adalah petani atau investor, dan penyewa, yang umumnya adalah petani atau penggarap, untuk
menggunakan tanah sawah dengan membayar sejumlah uang atau jenis imbalan lainnya
(Mukaromah 2019). Pentingnya memahami hukum Islam terkait praktik sewa menyewa tanah
sawah meliputi beberapa aspek yang krusial. Hukum Islam menegaskan prinsip keadilan dan
keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam hal sewa menyewa tanah
(Jamaludin & Syafrizal 2020). Syariah juga menekankan perlunya transparansi dan kejujuran
dalam setiap aspek transaksi. Di samping itu, hukum Islam melarang praktik riba atau bunga yang
dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Djamil 2023). Dalam konteks sewa
menyewa tanah sawah, hal ini berarti tarif sewa harus disepakati secara jelas dan tidak boleh
mengandung unsur riba yang dapat merugikan pihak penyewa. Hukum Islam mendorong praktik
ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama dan pembagian sumber daya secara adil,
sehingga praktik sewa menyewa tanah sawah harus mempertimbangkan aspek ini untuk
menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan hukum serta
ketentuan sewa menyewa tanah sawah sesuai dengan perspektif Islam, masyarakat Muslim dapat
mengembangkan praktik ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, perlindungan hak-hak
properti, penghindaran riba, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Ini mencerminkan relevansi pentingnya integritas nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber
daya alam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai komunitas Muslim.

Adapun landasan hukum yang terdapat dalam al-qur’an terkait kepemilikan tanah dan
prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang penting untuk dipahami dalam konteks islam,
Kepemilikan dan Penggunaan Tanah: Al-Qur'an mengakui hak kepemilikan pribadi atas tanah dan
harta benda (Bakar 2020). Beberapa ayat yang relevan mencakup prinsip bahwa tanah dan harta
milik individu adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Keadilan dalam
Transaksi: Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk
dalam transaksi ekonomi (Maharani 2020). Prinsip ini tercermin dalam larangan untuk
mengurangi atau merugikan dalam transaksi (QS. Al-Baqarah [2]: 188), Penghindaran Riba: Al-
Qur'an dengan jelas melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap
sebagai dosa besar yang merusak kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan dari berkah Allah
(QS. Al-Bagarah [2]: 275-279), Transparansi dan Kejujuran: Al-Qur'an mendorong untuk berlaku
adil dan jujur dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini
ditegaskan dalam larangan menutup-nutupi informasi yang penting dalam transaksi (QS. Al-
Baqarah [2]: 282), Perlindungan terhadap Hak-hak: Al-Qur'an menetapkan bahwa hak-hak
ekonomi dan properti harus dihormati dan dilindungi. Pemilik tanah dan harta benda memiliki
kewajiban untuk memelihara hak-hak orang lain (QS. An-Nisa' [4]: 29), Al-Qur'an memberikan
landasan hukum yang kuat bagi prinsip-prinsip kepemilikan tanah dan transaksi ekonomi dalam
Islam. Adapun hadist nabi Muhammad SAW yang membahas praktik sewa menyewa tanah atau
transaksi ekonomi serupa, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah seseorang dari kalian
menjual tanah yang tidak dimilikinya, atau menyewa tanah yang tidak dimilikinya." (HR. Abu
Daud). Hadis ini menekankan pentingnya bahwa seseorang tidak boleh menjual atau
menyewakan tanah yang tidak dimilikinya secara sah. Hal ini mengacu pada prinsip kepemilikan
yang jelas dalam Islam.Hadis tentang Hak Pemilik Tanah: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi
Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya tanah milik yang diperoleh dengan benar oleh
seorang Muslim tidak boleh diambil tanpa izin dari pemiliknya." (HR. Bukhari). Hadis ini
menegaskan bahwa hak kepemilikan tanah harus dihormati dalam segala transaksi, termasuk
dalam sewa menyewa. Hadis tentang Keadilan dalam Transaksi: Rasulullah SAW juga
memberikan pedoman tentang keadilan dalam transaksi, termasuk sewa menyewa. Beliau
bersabda, "Janganlah kalian saling menghina, janganlah kalian saling memerangi, janganlah kalian
saling hasad-menghasut, dan janganlah kalian saling memonopoli (bisnis) satu sama lain, dan
hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Muslim).
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Dalam implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sewa menyewa tanah,
terdapat sejumlah tantangan utama yang harus diatasi. Salah satu tantangan yang signifikan
adalah menetapkan sewa yang adil, yang mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam
(Tuljannah, Masduki, & Humaeroh 2020). Penetapan sewa yang adil sering kali memerlukan
pemahaman yang mendalam terhadap kondisi ekonomi lokal dan nilai pasar yang berlaku, yang
dapat bervariasi secara signifikan antar daerah (Riska Riani Veronika 2021). Selain itu, isu
mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak juga merupakan masalah penting dalam praktik sewa
menyewa tanah. Hukum Islam menegaskan hak-hak yang jelas bagi penyewa dan pemilik tanah,
termasuk kewajiban untuk merawat tanah dan bersikap adil satu sama lain (Ganindra &
Kurniawan 2017). Pengelolaan tanah juga menjadi perhatian utama, dengan penekanan pada
prinsip-prinsip konservasi alam dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan menurut
ajaran Islam. Metode Systematic Literature Review (SLR) dipilih sebagai pendekatan penelitian
yang sesuai dalam konteks ini karena memungkinkan identifikasi, pengumpulan, dan evaluasi
yang sistematis terhadap literatur yang relevan mengenai hukum dan praktik sewa menyewa
tanah dalam Islam. SLR memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dan
interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan sewa menyewa tanah,
serta untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks seperti penetapan sewa yang adil dan implementasi
hak-hak pihak-pihak terkait. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang ada,
SLR juga memfasilitasi sintesis temuan yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap
tantangan dan solusi dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks sewa menyewa tanah.
Dengan demikian, SLR memberikan fondasi yang kokoh untuk merumuskan rekomendasi
kebijakan atau pedoman praktis yang relevan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang
mendasarinya.

Para sarjana dari berbagai latar belakang, baik klasik maupun kontemporer, memiliki
pandangan yang berbeda-beda terkait praktik penyewaan lahan sawah. Di Desa Pakkanna,
mereka menerapkan sistem maruma untuk pembagian keuntungan, yang dianggap sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam karena merujuk pada Al-Quran dan hadis (Khaerul Agbar, Azwar,
IThwan Wahid Minu, & Muh. Arfah Herwin 2023). Sebaliknya, di Desa Patte'ne, transaksi sewa
tanah dengan pembayaran panen yang tidak jelas dinilai merugikan bagi penyewa karena
kurangnya perjanjian yang tegas dan pembagian tanggung jawab yang tidak jelas. Studi tentang
transaksi sewa tanah dengan sistem pembayaran panen di Kelurahan Patte'ne menunjukkan
bahwa praktik ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, yang dapat merugikan pihak
penyewa. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian sewa yang umumnya dilakukan secara
lisan dan tanpa kesepakatan tertulis yang jelas antara penyewa dan pemilik tanah, menyebabkan
kurangnya transparansi terutama terkait pembayaran setelah panen dan tanggung jawab atas
kerugian akibat gagal panen. Ketidakjelasan ini berdampak pada pembagian risiko antara kedua
pihak. Jika tanaman gagal panen atau mengalami kerusakan, kedua pihak akan mengalami
kerugian, namun tidak ada ketentuan yang tegas mengenai kompensasi atau biaya sewa. Situasi
ini menciptakan spekulasi dan risiko tinggi, di mana penyewa dapat kehilangan modal yang telah
diinvestasikan untuk penanaman, sementara pemilik tanah juga tidak mendapatkan haknya
sebagai pemilik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa tanah dengan sistem
pembayaran panen dapat dianggap sebagai praktik yang mengandung gharar (ketidakpastian)
dan maisir (perjudian), yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian
hasil panen yang menjadi objek sewa, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena
itu, diperlukan pengembangan perjanjian sewa yang lebih jelas dan transparan untuk melindungi
kedua belah pihak dari risiko yang tidak diinginkan.(Ikmal & Rahman 2022). Di Kampung
Kemuning Muda, praktik penyewaan sawah dilakukan secara lisan yang sesuai dengan perspektif
ekonomi Islam dan memenuhi syarat ijarah (Mustika & Melina 2022). Di Aceh, sarjana-sarjana
menggarisbawahi masalah eksploitasi terhadap petani penyewa melalui beban biaya operasional
yang tinggi, serta mendesak pemerintah untuk campur tangan guna mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan petani (Maulana & Amri 2021). Ketidaksepakatan di antara para
sarjana seringkali berkisar pada ketidakjelasan istilah, pembagian tanggung jawab, dan
perlindungan dari eksploitasi dalam regulasi sewa lahan pertanian.
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Berbagai komunitas Muslim menunjukkan praktik dan interpretasi yang beragam dalam
penerapan ketentuan sewa lahan padi sesuai hukum Islam. Di Kampung Kemuning Muda,
penyewaan sawah terjadi melalui perjanjian langsung antara penyewa dan pemilik tanah,
menggunakan kontrak lisan yang sesuai dengan prinsip ijarah (Mustika & Melina 2022).
Sebaliknya, di Desa Sukajaya, praktik menggadaikan sawah melibatkan kepercayaan saling
berbagi, namun mungkin tidak selaras dengan hukum Islam karena potensi unsur riba dan
muzaroah, yang mencakup satu kontrak dengan dua transaksi (Muhtarom, Iswandi, & Aminulloh
2022). Di Aceh, pembagian keuntungan dalam pertanian padi menyoroti penyimpangan dari
prinsip muzara'ah dan aqd, yang mempengaruhi upaya pengurangan kemiskinan (Maulana &
Amri 2021). Di sisi lain, di Desa Pakkanna, sistem pembagian keuntungan maruma dipatuhi sesuai
hukum Islam, dengan perjanjian lisan yang mengatur distribusi keuntungan 2:1 antara petani dan
pemilik tanah (Khaerul Agbar et al. 2023). Berbagai praktik ini menunjukkan variasi dalam
penerapan prinsip-prinsip hukum sewa Islam di berbagai komunitas Muslim, yang
mencerminkan tingkat kepatuhan dan juga penyimpangan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penerapan hukum Islam dalam praktik penyewaan lahan, khususnya dalam pertanian sawah
padi, menimbulkan serangkaian tantangan yang perlu diatasi dan potensi kontroversi yang harus
diselesaikan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya mahasiswa mengembangkan
keterampilan berpikir kritis dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum
Islam terkait penyewaan lahan (Muslimin & Abidin 2023). Selain itu, komunikasi yang efektif
antara kelompok petani juga menjadi kunci penting dalam menjalankan praktik penyewaan yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nugroho 2019). Upaya pendirian koperasi Islam juga menjadi
solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala seperti modal dalam praktik penyewaan lahan
(Aulia & Masrifah 2021). Namun demikian, implementasi Maqashid Sharia dalam konteks
penetapan awal Ramadan dapat menjadi perdebatan yang kompleks, mengingat perbedaan
interpretasi di antara ulama dan masyarakat Muslim (Ismail & Ghofur 2019). Dengan demikian,
studi-studi ini secara bersama-sama menggambarkan kompleksitas dan keragaman dalam
penerapan hukum Islam dalam praktik penyewaan lahan, menekankan pentingnya
mempertimbangkan secara seksama berbagai faktor dalam menjalankan sistem penyewaan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial Islam.

Dalam menganalisis berbagai studi terkait praktik penyewaan lahan sawah dalam konteks
hukum Islam, terdapat beberapa kesenjangan atau gap yang dapat diidentifikasi. Pertama, variasi
dalam interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam mengenai penyewaan lahan
sawah mencerminkan ketidaksepakatan yang mendasar pada ketentuan-ketentuan kunci seperti
pembagian keuntungan, jenis kontrak yang sah, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kedua,
perbedaan pendekatan dalam menanggapi masalah eksploitasi terhadap petani penyewa
menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terkoordinasi dan proaktif dalam
menangani isu-isu ekonomi dan sosial yang muncul dari praktik penyewaan lahan. Penelitian
menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dapat mengisi kesenjangan ini
dengan mengidentifikasi tren umum, perspektif yang berbeda, dan tantangan konsisten yang
dihadapi dalam menerapkan hukum Islam dalam praktik sewa menyewa tanah sawah. SLR
memungkinkan sintesis yang mendalam terhadap literatur yang ada, memberikan landasan yang
kuat untuk merekomendasikan pedoman praktis atau kebijakan yang dapat meningkatkan
keadilan dan keberlanjutan dalam sistem penyewaan lahan sawah berdasarkan prinsip-prinsip
hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam memahami dan memecahkan kompleksitas dalam praktik penyewaan lahan
sawah dari perspektif hukum Islam.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk artikel tentang "Analisis hukum dan ketentuan
sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam" adalah Systematic Literature Review (SLR).
Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada
mengenai hukum dan ketentuan sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam. Fokus
utama dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai praktik penyewaan lahan sawah di
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berbagai komunitas Muslim, variasi interpretasi hukum Islam terkait dengan praktik tersebut,
serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang timbul dalam menerapkan prinsip-prinsip
hukum Islam dalam konteks penyewaan tanah sawah. Pencarian literatur akan dilakukan secara
sistematis menggunakan basis data akademik seperti Scopus, DOAJ, dan Google Scholar dengan
kata kunci seperti "Islamic law", "land lease", "rice fields", "Islamic economics”, "muqarada”,
"jjarah”, dan variasi lainnya. Pencarian akan difokuskan pada artikel-artikel yang diterbitkan
dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sejak tahun 2000 untuk memastikan relevansi dan
kebaruan informasi yang ditemukan.

Kriteria inklusi meliputi artikel-artikel yang secara eksplisit membahas prinsip-prinsip
hukum I[slam dalam konteks penyewaan lahan sawah, baik secara teoritis maupun dengan studi
kasus empiris. Studi yang melakukan analisis komparatif antar wilayah atau komunitas Muslim,
serta studi yang mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam praktik tersebut, akan menjadi
prioritas. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan, tidak tersedia dalam full-text,
atau tidak dalam bahasa yang dipilih. Setelah pencarian awal, artikel-artikel yang memenuhi
kriteria inklusi akan diskrining berdasarkan abstraknya dan, jika perlu, teks penuhnya. Artikel-
artikel yang terpilih akan dievaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi relevan
terkait praktik penyewaan lahan sawah dalam konteks hukum Islam. Data yang diekstraksi
mencakup metodologi penelitian, temuan utama, interpretasi hukum Islam yang digunakan, serta
analisis tantangan dan solusi dalam setiap studi yang dipilih. Dengan menggunakan pendekatan
SLR ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendalamkan
pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik penyewaan lahan sawah, serta
menyediakan dasar yang solid untuk pengembangan rekomendasi kebijakan atau pedoman
praktis yang relevan dalam bidang ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian yang relevan dari pencarian informai memberikan wawasan penting
mengenai focus dan tujuan penelitian ini. Berbagai aspek telah dijabarkan dengan rinci,
memerlukan penjelasan yang menyeluruh. Aspek aspek tersebut mencakup : (1) Pandangan
berbagai mazhab dalam Islam terhadap hukum sewa menyewa tanah sawah (2) Prinsip-prinsip
keadilan sosial dalam Islam diterapkan dalam konteks sewa menyewa tanah sawah (3) Perspektif
Islam memberikan panduan terkait perlindungan hak-hak penyewa tanah sawah (4) Kontrak
sewa menyewa tanah sawah dalam Islam mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan
lingkungan (5) Pengaruh nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti keberkahan (barakah) terhadap
praktik sewa menyewa tanah sawabh.

Tabel 1. Gambaran dan Hasil Penelitian Berdasarkan Kriteria dan Kelayakan yang ditemukan
Nama-nama Penulis
yang se-Bidang

No Bidang atau Fokus Insight dan Variable Riset

1  Praktik Sewa Mustika & Melina (2022), Praktik penyewaan lahan sawah
Menyewa Lahan Umami & Wage (2020) sebagai ijarah yang sah dalam Islam;
Sawah dalam Islam pentingnya kejelasan dan

kesepakatan dalam perjanjian

2 Konflik dalam Rosyadi, Athief, & Rizki Penyelesaian Kkonflik secara adil
Kontrak Sewa (2022) dalam transaksi sewa; penyesuaian
Menyewa fokus pada hasil panen vs periode

sewa

3 Kerangka Hukum Arifin, Luayyin, Syahrin, & Prinsip mudharabah dan
I[slam dalam Yani (2022), Haerullah, musyarakah dalam Kkerjasama
Pengelolaan = Lahan Muhyidin, & Jupriyanto manajemen lahan; implementasi
Pertanian (2021) prinsip 'adl wa tawazun'

4 Pengaruh Nilai-Nilai Rysmiati, Zikri Pengenalan nilai-nilai  spiritual

Spiritual dalam seperti  keberkahan  (barakah)




404 | Seminar Nasional Paedagoria
Volume 4, Agustus 2024, pp. 399-410

Praktik Sewa dalam praktik pertanian;
Menyewa internalisasi nilai-nilai Islam dalam
masyarakat

5 Sosial dan Ekonomi Izatul Aini (2023), Kontribusi praktik wakaf dalam
Islam dalam Praktik Khaerul Agbar (2023), pengelolaan lahan  pertanian;
Penyewaan Lahan Fauzi, Zainuddin, penerapan sistem bagi hasil dalam
Sawah Chuwenij, Johari, & manajemen sawah

Nawawi (2021)

Tabel ini mengarah pada penelitian yang mendalam mengenai praktik sewa menyewa lahan
sawah dalam konteks Islam, dengan fokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, praktik ijarah
(sewa menyewa) lahan sawah sebagai sah dalam Islam diteliti oleh Mustika & Melina serta Umami
& Wage, dengan penekanan pada pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam perjanjian untuk
menjaga keadilan dan keseimbangan antara pemilik tanah dan penyewa. Kedua, konflik yang
muncul dalam kontrak sewa menyewa, dipelajari oleh Rosyadi, Athief, & Rizki, yang menyoroti
strategi penyelesaian yang adil dan penyesuaian fokus pada hasil panen versus periode sewa
sebagai variabel riset. Ketiga, kerangka hukum Islam dalam pengelolaan lahan pertanian, dibahas
oleh Arifin, Luayyin, Syahrin, & Yani serta Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto, dengan fokus pada
prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah dalam kerjasama manajemen lahan, serta
implementasi prinsip 'adl wa tawazun' (keadilan dan keseimbangan) sebagai variabel riset.
Keempat, pengaruh nilai-nilai spiritual dalam praktik sewa menyewa lahan sawah, dianalisis oleh
Rusmiati dan Zikri, dengan mengenalkan konsep keberkahan (barakah) dalam pertanian dan
bagaimana nilai-nilai ini diinternalisasi dalam masyarakat sebagai insight penelitian. Kelima,
aspek sosial dan ekonomi Islam dalam praktik penyewaan lahan sawah, yang dipelajari oleh Izatul
Aini, Khaerul Agbar, Fauzi, Zainuddin, Chuweni, Johari, & Nawawi, membahas kontribusi praktik
wakaf dalam pengelolaan lahan pertanian dan penerapan sistem bagi hasil sebagai variabel riset.
Keseluruhan, tabel ini memberikan fokus dan ruang lingkup yang jelas dalam memahami berbagai
aspek praktik sewa menyewa lahan sawah dari perspektif Islam, dengan mendalamkan
pemahaman pada nilai-nilai spiritual, aspek hukum, penyelesaian konflik, serta kontribusi sosial
dan ekonomi dalam konteks yang lebih luas.

1. Pandangan berbagai mazhab dalam Islam terhadap hukum sewa menyewa tanah
sawah

Berbagai aliran pemikiran dalam Islam menunjukkan pandangan yang beragam terhadap
hukum sewa tanah sawah. Beberapa aliran melarang perubahan atau pemindahan properti wakaf,
sedangkan yang lain memperbolehkannya dalam situasi tertentu (Munthe, Jamilah, & Hasibuan
2020). Secara praktis, penyewaan lahan sawah sering kali dilakukan secara langsung antara
penyewa dan pemilik melalui perjanjian lisan, dengan transaksi diselesaikan pada awal kontrak
(Mustika & Melina 2022). Namun, masalah muncul ketika periode sewa melebihi masa panen,
menyebabkan perselisihan terkait kompensasi atas waktu tambahan, yang dapat diatasi melalui
negosiasi ulang kontrak atau penyesuaian fokus pada hasil panen daripada periode waktu yang
ditetapkan (Rosyadi, Athief, & Rizki 2022). Prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang pertanian,
seperti mudharabah dan musyarakah, memberikan kerangka kerja untuk penggunaan lahan
secara bersama-sama, dengan penekanan pada keadilan dan manfaat yang merata bagi semua
pihak yang terlibat (Arifin, Luayyin, Syahrin, & Yani 2022).

Ragam aliran pemikiran dalam Islam umumnya menganggap praktik penyewaan lahan
pertanian (sewa menyewa tanah sawah) sebagai sesuatu yang diperbolehkan, asalkan sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pandangan ini, praktik tersebut dianggap sah jika
memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan, seperti kesepakatan sukarela dari kedua belah
pihak dan tanpa adanya unsur paksaan (Umami & Wage 2020). Meskipun demikian, aspek-aspek
khusus dalam perjanjian sewa, seperti hak atas penanaman pohon dan tanaman di atas lahan,
harus dijelaskan secara rinci untuk mencegah timbulnya potensi perselisihan di kemudian hari
(RanaSyarif 2020). Dengan demikian, penegasan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks
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penyewaan lahan pertanian memberikan pedoman yang jelas bagi praktik ini dalam menjaga
keadilan dan keseimbangan antara pemilik lahan dan penyewa.

Interpretasi berbagai mazhab terhadap hukum sewa menyewa tanah sawah mencerminkan
pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kesepakatan
sukarela, dan ketiadaan unsur paksaan. Mazhab yang mengizinkan praktik ini sering kali
menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat kesepakatan yang jelas dan tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah, sementara mazhab lain mungkin lebih memperketat batasan terhadap
jenis transaksi ini. Evaluasi terhadap pandangan mazhab-mazhab terhadap hukum sewa
menyewa tanah sawah perlu mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi serta nilai-nilai etika
dan moral yang diterapkan dalam hukum Islam. Beberapa mazhab mungkin lebih fleksibel dalam
mengadaptasi prinsip-prinsip syariah terhadap perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi
masyarakat, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam mempertahankan tradisi dan
nilai-nilai asli Islam.

2. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam diterapkan dalam konteks sewa menyewa
tanah sawah

Dalam konteks penyewaan lahan sawah, prinsip-prinsip keadilan sosial Islam diterapkan
melalui berbagai bentuk perjanjian dan praktik. Penyewaan sawah di lingkungan pedesaan
mengikuti perspektif ekonomi Islam, mematuhi prinsip-prinsip ijarah dan kondisinya (Mustika &
Melina 2022). Selain itu, solusi Islam untuk optimalisasi penggunaan lahan pertanian melibatkan
perjanjian kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah, yang menjamin kemitraan yang adil
antara pemilik tanah dan petani (Arifin et al. 2022). Lebih lanjut, di Desa Pakkanna, sistem bagi
hasil dalam pengelolaan sawah menggunakan sistem maruma, di mana pembagian keuntungan
didasarkan padarasio 2:1 antara petani dan pemilik tanah, sesuai dengan hukum Islam dan tradisi
local (Khaerul Agbar et al. 2023). Islam menekankan tanggung jawab sosial melalui mekanisme
seperti zakat, wakaf, sadagah, dan pinjaman tanpa bunga, yang mendorong keadilan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan dalam Masyarakat (Mevlyutov & Gamzatov 2023). Meski demikian,
tantangan muncul ketika transaksi sewa tanah kurang jelas dalam sistem pembayaran, yang dapat
mengakibatkan ketidakadilan bagi penyewa di beberapa daerah, seperti yang terlihat di Desa
Patte'ne (lkmal & Rahman 2022).

Penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam dalam konteks penyewaan lahan
pertanian merupakan masalah yang kompleks. Salah satu penelitian membahas implementasi
prinsip-prinsip ini dalam konteks penyewaan kebun kelapa sawit dan sawah padi masing-masing.
Mereka menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan perlakuan yang adil bagi kedua belah
pihak, sesuai dengan prinsip 'adl wa tawazun' (keadilan dan keseimbangan) dan 'maslahah’
(kepentingan umum) (Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto 2021). Penelitian lainnya juga
mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ini dalam transaksi sewa, dengan menyoroti
kebutuhan akan kepatuhan terhadap hukum Islam dan penggunaan kontrak ijarah sebagai dasar
penyewaan(Hernawati & Istiqamah 2021). Ada juga yang menegaskan pentingnya perjanjian
sukarela dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam transaksi sewa tanah. Studi-studi ini secara
bersama-sama menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip Islam dalam konteks penyewaan lahan(Absari 2020).

Implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks sewa menyewa tanah sawah
menekankan pentingnya adanya perjanjian yang jelas dan perlakuan yang adil antara pemilik
tanah dan penyewa. Prinsip-prinsip 'adl wa tawazun' (keadilan dan keseimbangan) serta
'maslahah’ (kepentingan umum) merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa transaksi
tersebut tidak hanya memenuhi aspek hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat yang
merata bagi masyarakat (Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto 2021). Penggunaan kontrak ijarah,
yang menetapkan aturan dan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak, juga dianggap penting
dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi penyewaan (Hernawati & Istiqamah
2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menerapkan
prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks penyewaan lahan pertanian, masih terdapat
tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam sistem pembayaran sewa
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tanah, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi penyewa di beberapa daerah tertentu (Ikmal
& Rahman 2022). Evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip ini juga menunjukkan bahwa
pentingnya adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan
bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial Islam dapat diterapkan secara konsisten dan merata di
berbagai konteks sosial dan ekonomi.

3. Perspektif Islam memberikan panduan terkait perlindungan hak-hak penyewa tanah
sawah

Dalam perspektif Islam, hak-hak penyewa tanah sawah dilindungi melalui berbagai praktik
seperti sistem pembagian keuntungan dan perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan.
Mekanisme pembagian keuntungan dan kontrak verbal menjamin bahwa pembudidaya dan
pemilik tanah menerima manfaat yang sama dalam penyewaan sawah (Mustika & Melina 2022),
(Khaerul Agbar et al. 2023). Selain itu, kolaborasi dalam pengolahan padi melibatkan sistem bagi
hasil yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang memastikan bahwa semua pihak yang
terlibat menerima hasil yang adil (Izatul Aini, A, Imam Khaudli, & Wahyuningtyas 2023). Namun,
prinsip-prinsip Islam menekankan betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam perjanjian
untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi sewa tanah (Ikmal &
Rahman 2022). Menurut perspektif [slam, hak asasi manusia, seperti hak atas perlakuan yang adil,
hak untuk kontrak yang adil, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi, sangat penting untuk
menjamin kesejahteraan dan hak-hak penyewa dalam perjanjian lahan sawah (Putri, Amanda,
Yanti, Amin, & Batubara 2023).

Perspektif Islam terhadap perlindungan hak-hak penyewa di lahan sawah padi memiliki
banyak sudut pandang. Ini menekankan pentingnya perjanjian sukarela antara pemilik tanah dan
penyewa, serta kebutuhan bagi kedua belah pihak untuk patuh terhadap hukum Islam dan praktik
adat (Absari 2020). Implementasi kontrak ljarah, sebagai aspek kunci dari hukum Islam, juga
ditekankan, dengan fokus pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam dan potensinya
untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak (Haerullah et al. 2021). Namun, pentingnya
perjanjian yang jelas dan terperinci, khususnya dalam konteks penggunaan lahan dan pohon,
ditekankan untuk menghindari potensi perselisihan (RanaSyarif 2020). Terakhir, praktik gadai
lahan sawah padi dibahas, dengan penekanan pada manfaat bersama dan kebutuhan untuk
kepemilikan bersama dalam penggunaannya (Anni Puji Astutik 2021).

Hak-hak penyewa dalam konteks tanah sawah padi dijelaskan melalui mekanisme
pembagian keuntungan dan kontrak verbal yang mencerminkan keadilan. Hal ini berarti bahwa
penyewa dan pemilik tanah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari
hasil pertanian, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan pembagian yang adil.
Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan sukarela dan kewajiban untuk
mematuhi hukum Islam dalam setiap transaksi. Sistem pembagian keuntungan dan kontrak
verbal, meskipun memiliki nilai-nilai positif dalam memastikan keadilan ekonomi, juga memiliki
tantangan dalam hal kejelasan dan penegakan hukum. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun
ada upaya untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam, perlunya perjanjian yang jelas dan terperinci
untuk menghindari potensi konflik dan penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi perhatian
utama.

4. Kontrak sewa menyewa tanah sawah dalam Islam mempromosikan keberlanjutan

ekonomi dan lingkungan

Kontrak sewa menyewa lahan sawah dalam Islam memainkan peran penting dalam
mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam mengarahkan kontrak
ini dengan menjamin keadilan, kepercayaan, dan pembagian keuntungan (Puspitasari, Bela, &
Prasetiyaningtiyas 2020). Selain itu, praktik sewa menyewa sawah sejalan dengan perspektif
ekonomi Islam, mematuhi prinsip-prinsip ijarah, yang menguntungkan baik pemilik tanah
maupun penyewa secara ekonomi (Mustika & Melina 2022). Integrasi praktik-praktik
berkelanjutan dalam manajemen properti, seperti pelestarian lingkungan dan pengelolaan energi,
juga dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi dan perkembangan sosial yang positif (Fauzi,
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Zainuddin, Chuweni, Johari, & Nawawi 2021). Selanjutnya, penerapan model wakaf untuk lahan
sawah dapat mengurangi risiko terkait pemeliharaan lahan pertanian, meningkatkan produksi,
serta membantu menyelesaikan masalah pembiayaan bagi petani, yang pada gilirannya
mendukung keberlanjutan dalam sektor pertanian (Majid 2022).

Praktik penyewaan lahan sawah, yang dikenal sebagai ijarah, dianggap sah dan sesuai dengan
prinsip-prinsip ekonomi Islam (Mustika & Melina 2022). Praktik ini memungkinkan baik pemilik
tanah maupun penyewa untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut, yang mendorong
keberlanjutan ekonomi. Namun, implementasi ijarah harus mematuhi kondisi-kondisi khusus,
seperti tidak adanya paksaan dan adanya kesepakatan bersama (Absari 2020). Selain itu,
penggunaan ijarah dalam konteks pembagian hasil tanaman, di mana penyewa membayar pemilik
tanah dengan sebagian dari panen, adalah praktik umum namun dapat menimbulkan
kekhawatiran terkait ketidakpastian dan unsur perjudian, yang tidak sejalan dengan prinsip-
prinsip ekonomi Islam (Syaripudin & Rosita 2022). Oleh karena itu, meskipun ijarah dapat
mendukung keberlanjutan ekonomi, implementasinya harus dipertimbangkan secara hati-hati
untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Kontrak ijarah dalam konteks sewa menyewa tanah sawah mempromosikan keberlanjutan
ekonomi dengan cara memastikan bahwa kedua belah pihak, yakni pemilik tanah dan penyewa,
mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari perjanjian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip-
prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dalam pembagian hasil dan transparansi
dalam transaksi ekonomi. Penggunaan model wakaf juga menunjukkan pendekatan inovatif
dalam pengelolaan lahan pertanian yang dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
Meskipun kontrak ijarah dapat mempromosikan keberlanjutan ekonomi, terdapat tantangan
dalam implementasinya. Praktik pembagian hasil tanaman, yang merupakan bagian dari ijarah,
dapat menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakpastian dan unsur perjudian, yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Syaripudin & Rosita 2022). Hal ini
menunjukkan perlunya pengaturan yang jelas dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-
prinsip Islam dalam menerapkan kontrak ijarah guna meminimalkan risiko dan memastikan
kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama.

5. Pengaruh nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti keberkahan (barakah) terhadap
praktik sewa menyewa tanah sawah

Praktik menyewa lahan padi dalam masyarakat Islam dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual
seperti barakah, yang mengacu pada berkat atau kelimpahan ilahi, yang memegang peran kunci
dalam proses sewa lahan. Dalam konteks ekonomi Islam, sewa lahan padi dianggap sah dan
memenuhi syarat-syarat ijarah, di mana baik pemilik tanah maupun penyewa memperoleh
manfaat dari transaksi tersebut (Mustika & Melina 2022). Selain itu, penyelesaian konflik terkait
kontrak sewa ditekankan sebagai suatu yang saling menguntungkan, menekankan pentingnya
perjanjian dan resolusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rosyadi et al. 2022). Solusi-
solusi Islam dalam memanfaatkan lahan pertanian, seperti perjanjian mudharabah dan
musyarakah, menunjukkan pentingnya kerjasama dan keadilan dalam manajemen lahan (Arifin
et al. 2022). Kolaborasi dalam pengolahan padi, yang mengikuti hukum ekonomi Islam,
melibatkan mekanisme pembagian keuntungan yang mengedepankan kesetaraan dan saling
menguntungkan antara pemilik tanah dan penggarap (Izatul Aini et al. 2023).

Pengaruh nilai-nilai spiritual dalam Islam, seperti barakah, terhadap praktik penyewaan
lahan sawah terbukti dari berbagai studi. Salah satu penalitian menemukan bahwa pengenalan
konsep-konsep Islam dalam praktik pertanian menghasilkan perubahan signifikan dalam
pemahaman dan internalisasi nilai-nilai ini oleh Masyarakat (Rusmiati 2021). Adapun (Mustika &
Melina 2022) dan (Umami & Wage 2020) keduanya membahas praktik penyewaan lahan sawah
dari perspektif ekonomi Islam dan hukum Islam, masing-masing, yang menyoroti pentingnya
mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ini. Penelitian lain juga menekankan pentingnya
kejelasan dan kesepakatan bersama dalam perjanjian sewa, sesuai dengan ajaran Islam. Studi-
studi ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai spiritual dalam membentuk
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praktik penyewaan lahan sawah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam(Sri Nirwana Sarowati Zikri
2021).

Pengaruh keberkahan (barakah) dalam praktik sewa menyewa tanah sawah mengilhami
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi. Konsep ini tidak hanya
mengarah pada aspek material, tetapi juga memperdalam hubungan antara pemilik tanah dan
penyewa dengan nilai-nilai spiritual yang mengikatkan mereka pada tujuan bersama untuk
kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Studi-studi yang dikutip menunjukkan bahwa pengenalan
nilai-nilai spiritual seperti keberkahan (barakah) dalam praktik penyewaan lahan sawah telah
menghasilkan perubahan signifikan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat (Rusmiati 2021).
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Gambar 1. Variabel- Variabel Terkait

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan telaah terhadap berbagai sumber yang membahas praktik penyewaan lahan
sawah dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik ijarah atau sewa menyewa lahan pertanian
dianggap sah dalam kerangka hukum dan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan,
kesepakatan sukarela, dan ketidakpaksaan menjadi landasan utama dalam menjalankan praktik
ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan
dalam perjanjian, potensi konflik terkait pembagian hasil, serta kebutuhan untuk memperkuat
perlindungan hak-hak penyewa dan pemilik lahan secara adil. Salah satu kesenjangan yang perlu
mendapat perhatian lebih lanjut adalah ketidakjelasan dalam implementasi prinsip-prinsip Islam
dalam praktik ijarah di sektor pertanian. Meskipun prinsip-prinsip tersebut diakui, aplikasinya
dalam konteks nyata sering kali memerlukan interpretasi yang lebih mendalam dan penyesuaian
dengan kondisi lokal yang beragam. Selain itu, perlindungan hak-hak penyewa dan pemilik lahan
dari eksploitasi atau ketidakadilan masih menjadi perhatian utama. Urgensi penelitian mendatang
dapat difokuskan pada pengembangan kerangka kerja hukum dan ekonomi yang lebih tepat untuk
memastikan bahwa praktik ijarah di lahan pertanian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga
mampu memberikan keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
Topik riset yang muncul sebagai urgensi adalah "Penguatan Perlindungan Hukum dan Ekonomi
dalam Praktik Penyewaan Lahan Sawah Berbasis Prinsip-Prinsip Islam." Penelitian ini dapat
mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti adil (‘adl) dan kepentingan umum
(maslahah), dapat diimplementasikan secara efektif dalam perjanjian ijarah di sektor pertanian.
Selain itu, penelitian tersebut dapat mengkaji dampak dari ketidakjelasan dalam perjanjian ijarah
terhadap hubungan penyewa dan pemilik lahan serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan
transparansi dan kepastian hukum dalam praktik ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi penerapan prinsip-prinsip Islam
dalam menyewa lahan sawah guna mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
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